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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan etika
dalam praktik jurnalisme di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, dengan fokus
pada penyebaran konten viral di era digital. Menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana jurnalis dan media mainstream
beradaptasi dengan teknologi digital dan media sosial serta menerapkan kode etik
jurnalistik dalam menghadapi informasi yang sering kali tidak terverifikasi. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jurnalis, editor, pemilik media,
dan tokoh masyarakat, serta observasi partisipatif untuk mendapatkan gambaran
komprehensif tentang praktik jurnalisme di daerah tersebut. Analisis data
dilakukan secara interaktif, melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis di Kabupaten Toboali menghadapi
tantangan signifikan dalam menjaga integritas dan akurasi informasi di tengah
kecepatan penyebaran konten viral yang tidak terverifikasi. Penelitian ini
menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan etika di kalangan
jurnalis serta masyarakat, dan memberikan rekomendasi praktis untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik dalam peliputan
berita. Kesimpulannya, menjaga integritas jurnalistik dan mematuhi regulasi
hukum adalah kunci untuk menghadapi tantangan informasi digital yang semakin
kompleks.

Kata Kunci: Hukum, Etika, Jurnalistik, Konten Viral, Digital

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects and ethical challenges in journalism
practices in Toboali District, South Bangka, with a focus on the dissemination of
viral content in the digital era. Using a descriptive qualitative approach, the
research explores how journalists and mainstream media adapt to digital
technology and social media, as well as how they apply journalistic codes of ethics
in the face of often unverified information. Data were collected through in-depth
interviews with journalists, editors, media owners, and community leaders, as well
as participatory observation to gain a comprehensive understanding of journalism
practices in the region. Data analysis was conducted interactively, through
reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that journalists
in Toboali face significant challenges in maintaining the integrity and accuracy of
information amidst the rapid spread of unverified viral content. The study
highlights the importance of enhancing legal and ethical awareness among
journalists and the public, and provides practical recommendations for improving
adherence to legal and journalistic ethics in news coverage. In conclusion,
maintaining journalistic integrity and complying with legal regulations are key to
addressing the increasingly complex challenges of digital information.
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Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, jurnalisme menghadapi tantangan
signifikan, terutama dengan kemunculan telepon seluler dan media sosial sebagai platform
utama penyebaran informasi (Madonna & Reza, 2023). Perubahan ini tidak hanya
memengaruhi cara kerja jurnalis dan organisasi media, tetapi juga mengubah nilai-nilai serta
etika yang menjadi landasan profesi tersebut (Puspita & Suciati, 2020). Di Indonesia,
jurnalisme telah bertransformasi dari media cetak menuju platform digital, dan Kkini dituntut
untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika baru ini (Shanaz & lIrwansyah, 2021).
Media sosial, yang berfungsi lebih dari sekadar medium promosi, telah menjadi alat utama
dalam penyampaian berita, memfasilitasi penyebaran informasi dalam bentuk multimedia
yang menggabungkan teks, gambar, dan video (Ilmu Komunikasi et al., n.d.). Penelitian
menunjukkan bahwa jurnalisme online di Indonesia mengalami pergeseran yang mendorong
kebutuhan untuk mengintegrasikan konten interaktif dan menarik agar dapat bersaing dengan
informasi yang beredar di media sosial (Satvikadewi et al., 2019).

Salah satu aspek paling mencolok dari perubahan ini adalah munculnya informasi yang
tidak terverifikasi atau hoaks (Khaer et al., 2021). Hoaks sering kali menyebar lebih cepat
dibandingkan berita dari media mainstream, menciptakan tantangan besar bagi jurnalis untuk
menjaga akurasi informasi (Lestari, 2019). Media sosial memberikan ruang bagi siapa saja
untuk berbagi informasi tanpa proses verifikasi yang ketat, memaksa jurnalis untuk berjuang
memastikan bahwa berita yang mereka sajikan tetap akurat dan tepercaya (Putra et al., 2024).
Dalam konteks ini, organisasi media, termasuk program-program televisi mengalami dilema
baru: bagaimana menyajikan informasi yang tepat dan relevan di tengah lautan informasi
yang beredar (Muhammad, 2018). Beberapa narasumber, termasuk selebritis, kini lebih
memilih memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadi mereka daripada
menunggu laporan dari media, yang memaksa redaksi untuk memanfaatkan konten tersebut
demi memenuhi kebutuhan informasi yang mendesak (Wulandari et al., 2023).

Di balik tantangan penyebaran hoaks, aspek etika dalam jurnalisme modern juga
semakin kompleks. Dalam upaya untuk tetap relevan dan menarik perhatian khalayak,
beberapa organisasi media terjebak dalam praktik yang mengaburkan batasan antara
jurnalisme yang objektif dan komodifikasi berita (Fadli, 2018). Penelitian menunjukkan
bahwa mereka berupaya mematuhi kode etik jurnalistik meskipun harus beradaptasi dengan
cara penyajian yang lebih kreatif (Guild, 2018). Mereka menggunakan konten dari media
digital, seperti YouTube dan Instagram, dan mengolahnya menjadi tayangan yang memenuhi
standar penyiaran Indonesia (Restendy, 2020); (Puspita & Suciati, 2020). Di sinilah
pentingnya penerapan dimensi etika komunikasi: dimensi aksi yang mempertimbangkan
tindakan jurnalis dalam mengolah informasi, dimensi moral yang mengevaluasi keputusan
etis dalam penyajian berita, dan dimensi tujuan yang mengingatkan jurnalis tentang tanggung
jawab mereka kepada publik (yoga et al., 2024).

Aspek hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur penyebaran informasi di
era digital. Di Indonesia, keberadaan undang-undang terkait pers, seperti Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana
berita harus disampaikan dan apa saja yang menjadi batasan bagi jurnalis (Marliana &
Syahputra, 2024). Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul ketika berita disebarluaskan
melalui platform media sosial yang tidak memiliki regulasi yang sama (Ulfa et al., 2024). Hal
ini menciptakan celah di mana informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat menyebar
dengan cepat, sering kali tanpa konsekuensi hukum bagi penyebarnya. Jurnalis, dalam
menghadapi situasi ini, harus berupaya untuk tidak hanya memenuhi standar etika, tetapi juga
melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum akibat berita yang mereka sajikan
(Meskys et al., 2020).
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Tanggung jawab jurnalis dalam melakukan verifikasi fakta sebelum mempublikasikan
berita menjadi semakin penting (Maflucha, 2024). Di era di mana informasi dapat dengan
mudah diakses dan dibagikan, kewajiban untuk memastikan akurasi informasi menjadi
krusial. Jika sebuah berita terbukti hoaks atau salah, bukan hanya kredibilitas jurnalis yang
dipertaruhkan, tetapi juga dapat berakibat hukum serius, seperti tuntutan pencemaran nama
baik. Dalam konteks ini, peran kode etik jurnalistik berkolaborasi dengan aspek hukum
sangat penting. Jurnalis diharapkan untuk menjaga integritas informasi yang mereka sajikan
sambil mematuhi peraturan yang ada (Waluyo, 2018).

Namun, media sosial sebagai platform penyebaran berita membawa tantangan tersendiri
dalam aspek hukum. Banyak informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat
melanggar hak cipta, privasi, atau undang-undang tentang pencemaran nama baik (Vese,
2022). Jurnalis yang menggunakan konten dari media sosial harus sangat hati-hati dalam
mengolah dan menyajikannya untuk menghindari pelanggaran hukum. Misalnya, penggunaan
klip video atau gambar dari akun media sosial tanpa izin dapat berujung pada tuntutan hukum
(Sixto-Garcia et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum hak
cipta dan perlindungan data menjadi sangat penting bagi jurnalis untuk menghindari masalah
hukum yang tidak diinginkan (Andini et al., 2024).

Institusi media juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik jurnalis tentang aspek
hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka, termasuk bagaimana cara menangani konten
yang didapatkan dari platform digital (Posetti et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mereka tetap menerapkan kode etik dalam peliputan dan penyajian berita, meskipun
harus mengadopsi pendekatan yang lebih multimedia. Ini menunjukkan bahwa penerapan
etika jurnalistik yang baik dapat berkontribusi pada kepatuhan hukum yang lebih baik
(Wigunatmo & Najicha, 2023). Dengan demikian, tantangan etika dan aspek hukum dalam
jurnalisme digital harus dipandang sebagai dua sisi dari koin yang sama. Setiap jurnalis perlu
menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab etis dalam melaporkan berita
di tengah arus informasi yang cepat dan beragam (Lovari & Bowen, 2020).

Dalam jurnalisme di era digital, tantangan etika dan hukum harus dihadapi secara
komprehensif (Ekstrom & Westlund, 2019). Jurnalis tidak hanya dituntut untuk menyajikan
berita yang akurat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari informasi yang mereka
bagikan. Dalam upaya melawan hoaks dan informasi yang salah, media berperan penting
dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya sumber yang tepercaya. Penggunaan
teknologi dan media sosial seharusnya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas
informasi, bukan sebagai sarana untuk menyebarkan konten yang tidak akurat atau
menyesatkan (Khabibah & Aminuddin, 2020). Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika, seperti
verifikasi fakta dan transparansi, harus terus diterapkan, sambil tetap beradaptasi dengan
dinamika konsumsi berita yang terus berubah (Fauzi, 2021).

Perkembangan teknologi telah mengubah wajah jurnalisme secara drastis, khususnya di
Kabupaten Toboali, Bangka Selatan. Dari awal kemunculan mesin cetak hingga era internet,
teknologi tidak hanya membentuk cara berita disampaikan, tetapi juga memengaruhi nilai dan
etika yang dipegang oleh para jurnalis (Andina Dwifatma, 2021). Kehadiran telepon seluler
dan media sosial, yang semakin mendominasi cara penyampaian informasi, menghadirkan
tantangan dan peluang baru. Kini, berita tidak lagi hanya datang dari media mainstream,
tetapi juga dari jurnalis warga dan platform digital, menjadikan kecepatan penyebaran
informasi sebagai kunci utama (Stroud, 2019).

Di Toboali, fenomena jurnalisme mobile menunjukkan bagaimana aplikasi media sosial,
seperti Instagram dan Twitter, menjadi medium utama dalam penyebaran berita. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh (Lovari & Bowen, 2020), Twitter tidak hanya berfungsi
sebagai platform sosial, tetapi juga sebagai sumber berita yang mendesak. Dengan informasi
yang dapat diakses secara instan, jurnalis di Toboali harus bekerja keras untuk memastikan
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bahwa berita yang mereka sajikan akurat dan terpercaya. Namun, tantangan muncul ketika
informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks dapat dengan cepat menyebar, sering kali lebih
cepat daripada berita dari media mainstream. Dalam hal ini, jurnalis harus menghadapi
dilema antara kecepatan dan akurasi, terutama ketika menyajikan konten viral yang berasal
dari media sosial.

Aspek hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam jurnalisme di era digital. Di
Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka
hukum bagi jurnalis dalam menyampaikan berita. Namun, regulasi ini sering kali tidak
sejalan dengan dinamika cepat yang terjadi di media sosial. Banyak informasi yang beredar di
media sosial dapat melanggar hak cipta atau mencemarkan nama baik, tetapi pelanggaran ini
sering kali tidak diindahkan oleh pengguna media sosial. Oleh karena itu, jurnalis di Toboali
harus memahami betul batasan hukum dalam menyampaikan berita untuk melindungi diri
mereka dari potensi tuntutan hukum.

Di sisi lain, tantangan etika juga semakin kompleks. Jurnalis di Toboali sering kali
terjebak dalam praktik yang mengaburkan batasan antara jurnalisme objektif dan
komodifikasi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka berupaya
mematuhi kode etik jurnalistik, tekanan untuk menghasilkan konten yang menarik dapat
mendorong jurnalis untuk mengambil jalan pintas, seperti menyajikan berita sensasional.
Dalam konteks ini, etika komunikasi menjadi sangat penting, mencakup dimensi aksi, moral,
dan tujuan. Jurnalis harus mampu menyeimbangkan tuntutan untuk memberikan berita yang
menarik dengan tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang akurat dan
berimbang.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi jurnalisme di Kabupaten Toboali, Bangka
Selatan, mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam industri media saat ini. Penggunaan
teknologi digital dan media sosial telah menciptakan peluang baru bagi jurnalis untuk
menjangkau audiens yang lebih luas, namun juga membawa tantangan yang memerlukan
perhatian serius. Dengan meningkatnya jumlah informasi yang beredar, jurnalis harus lebih
berhati-hati dalam melakukan verifikasi fakta dan mempertahankan integritas mereka. Dalam
konteks ini, etika komunikasi dan pemahaman hukum menjadi kunci untuk memastikan
bahwa jurnalisme tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang tepercaya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan
etika dalam praktik jurnalisme di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, khususnya dalam
konteks penyebaran konten viral di era digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana
jurnalis dan media mainstream beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama media
sosial, serta bagaimana mereka menerapkan kode etik jurnalistik dalam situasi yang sering
kali diwarnai oleh informasi yang tidak terverifikasi. Dengan menggali dinamika antara
jurnalis, media sosial, dan audiens, riset ini menawarkan perspektif baru yang sering kali
terabaikan dalam kajian jurnalisme di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Kebaruan
penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap interaksi antara etika komunikasi dan
regulasi hukum yang berlaku, yang memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi
jurnalis dalam mengelola informasi yang cepat berubah. Selain itu, penelitian ini
berkontribusi pada literatur akademis mengenai jurnalisme digital dan etika komunikasi, serta
memberikan rekomendasi praktis bagi jurnalis di era informasi yang semakin kompleks,
dengan harapan dapat meningkatkan integritas dan akurasi dalam peliputan berita di
masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
mendalami aspek hukum dan tantangan etika dalam praktik jurnalisme di Kabupaten Toboali,
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Bangka Selatan, khususnya dalam konteks penyebaran konten viral di era digital. Pendekatan
ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan gambaran holistik mengenai praktik
jurnalisme yang kompleks dan dinamika sosial yang melingkupinya. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk jurnalis dari
media lokal, editor, pemilik media, serta tokoh masyarakat yang memiliki perspektif tentang
isu-isu jurnalisme di daerah tersebut. Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan
untuk menangkap konteks dan interaksi sosial dalam penyebaran berita. Informan dipilih
berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam jurnalisme, keterlibatan dalam media
sosial, dan pemahaman tentang etika jurnalistik, sehingga data yang dihasilkan
mencerminkan beragam sudut pandang. Teknik analisis data menggunakan model analisis
interaktif, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi
disaring dan diringkas untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait tantangan etika dan
aspek hukum. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun dalam bentuk
narasi yang memadukan kutipan langsung dari informan dengan interpretasi peneliti untuk
memberikan gambaran yang komprehensif. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan
dengan menghubungkan temuan dengan teori dan literatur yang ada, sehingga dapat
menghasilkan rekomendasi praktis untuk praktik jurnalisme yang lebih etis dan sesuai dengan
regulasi hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan
Kepatuhan Terhadap Hukum dalam Penyebaran Informasi Digital

Kepatuhan terhadap hukum penyebaran informasi digital menjadi salah satu aspek
penting dalam konteks penyebaran konten viral, terutama dalam penelitian di Kabupaten
Toboali, Bangka Selatan. Di era digital, masyarakat terhubung erat dengan media sosial dan
teknologi informasi, yang memberikan kemudahan dalam bertukar informasi secara cepat dan
luas. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang
berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Salah satu pasal penting adalah Pasal 28 ayat (1), yang mengatur
larangan penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang merugikan pihak lain.

Dalam penelitian ini, fokus pada kepatuhan terhadap hukum berkaitan erat dengan
tanggung jawab masyarakat dan jurnalis dalam mengelola informasi di ruang digital. Jurnalis
di Kabupaten Toboali, sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam penyebaran konten,
memiliki peran penting dalam menjaga agar konten yang dipublikasikan sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku. Kesadaran akan dampak hukum dari penyebaran informasi negatif atau
hoaks diharapkan menjadi perhatian utama para pelaku media, terutama saat menghadapi
tantangan dalam penyebaran konten viral yang cepat menyebar namun berpotensi
menimbulkan masalah hukum (Fauzi, 2021).

Kesadaran hukum dalam bermedia sosial dan memanfaatkan teknologi informasi harus
terus ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun jurnalis. Penyebaran konten
yang melanggar hukum dapat berujung pada sanksi pidana, sehingga penting bagi jurnalis
untuk senantiasa mematuhi hukum yang mengatur penyebaran informasi, menjaga hak-hak
individu lain, serta memastikan bahwa konten yang diproduksi tidak merugikan pihak
tertentu. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator penting dalam
menilai kualitas dan tanggung jawab etis dalam penyebaran konten digital (Ekstréom &
Westlund, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi
digital, terutama melalui media sosial, menjadi isu krusial dalam era digital, termasuk dalam
konteks penyebaran konten viral. Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, seperti di banyak
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wilayah lainnya, penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari
masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, maupun politik. Namun,
pesatnya penggunaan media sosial juga membawa tantangan besar terkait kepatuhan terhadap
hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE dibuat untuk mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik yang
dilakukan melalui perangkat digital. Dalam hal ini, setiap orang yang menggunakan media
sosial memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pasal 28 ayat
(1) UU ITE, misalnya, melarang penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks yang
dapat merugikan orang lain, baik secara material maupun immaterial. Hal ini sangat relevan
dalam konteks penyebaran konten viral, di mana informasi sering kali disebarkan dengan
cepat tanpa melalui proses verifikasi atau tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.

Penelitian tentang aspek hukum dan tantangan etika jurnalistik dalam penyebaran
konten viral di Kabupaten Toboali menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap UU ITE.
Jurnalis, sebagai salah satu pelaku utama dalam penyebaran informasi, memiliki tanggung
jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebarkan tidak melanggar
hukum dan etika jurnalistik. Hal ini mencakup keharusan untuk memverifikasi informasi
sebelum dipublikasikan dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak melanggar hak-hak
individu lain atau memicu konflik sosial, terutama terkait isu-isu sensitif seperti suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA).

Di era digital ini, penyebaran informasi melalui media sosial sering kali di luar kendali,
terutama dalam kasus-kasus konten viral. Informasi yang tersebar dengan cepat dapat memicu
reaksi publik yang luas, baik positif maupun negatif, dan ketika informasi tersebut tidak
akurat atau menyesatkan, dampaknya dapat sangat merugikan. Oleh karena itu, kepatuhan
terhadap hukum, khususnya UU ITE, menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan
etika dalam penyebaran informasi digital.

Pelanggaran terhadap UU ITE bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga
merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan moral. Penyebaran berita bohong, hasutan
kebencian, atau informasi yang mengandung unsur SARA adalah contoh pelanggaran etika
yang sering terjadi di media sosial. Fenomena ini, yang semakin marak seiring dengan
perkembangan teknologi, menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami
pentingnya mematuhi hukum dalam berinteraksi di dunia digital. Masyarakat perlu
memahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak bersifat absolut. Ada batasan
yang harus diikuti, termasuk mematuhi aturan hukum dan menghormati hak-hak orang lain.

Faktanya, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk
meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di ruang digital, seperti pembentukan Badan Siber
Nasional untuk melacak dan mencegah penyebaran hoaks, tingkat kesadaran masyarakat
terhadap hukum masih perlu ditingkatkan. Upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran
UU ITE, seperti menindak pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, merupakan
langkah yang penting. Namun, tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri, upaya tersebut
akan kurang efektif.

Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di era
digital adalah kecepatan dan luasnya penyebaran informasi di media sosial. Dalam hitungan
detik, informasi yang belum tentu benar dapat tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Hal ini
membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit, karena sulitnya melacak sumber informasi
yang pertama kali menyebarkannya. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas,
dibutuhkan juga edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya etika
dan kepatuhan hukum dalam bermedia sosial.

Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum
dalam penggunaan media sosial perlu lebih digalakkan. Sosialisasi tentang bahaya
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penyebaran informasi yang tidak benar, serta konsekuensi hukumnya, perlu dilakukan secara
lebih intensif, baik melalui media massa, seminar, maupun pelatihan-pelatihan digital literasi.
Masyarakat harus memahami bahwa penyebaran konten viral yang tidak sesuai dengan norma
hukum dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan.

Selain pemerintah, media dan jurnalis juga memiliki peran besar dalam mengedukasi
masyarakat tentang kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi digital. Jurnalis
harus mematuhi kode etik jurnalistik dan memegang prinsip-prinsip dasar dalam
menyebarkan informasi yang akurat, benar, dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam
konteks penyebaran konten viral, tanggung jawab ini semakin besar, karena jurnalis memiliki
peran sebagai pengawas dan penyaring informasi sebelum sampai ke publik.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi digital
merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku media harus
bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat, di mana informasi
yang tersebar adalah informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-
norma hukum yang berlaku. Tanpa upaya bersama ini, tantangan dalam mengelola konten
viral di era digital akan semakin kompleks dan sulit diatasi.

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat Toboali, seperti di banyak daerah lainnya,
masih memerlukan peningkatan. Masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami bahwa
setiap tindakan mereka di dunia digital, termasuk penyebaran informasi, memiliki
konsekuensi hukum. Selain itu, mereka juga harus memahami bahwa hukum bukan hanya
soal aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan sosial dan
melindungi hak-hak individu di ruang digital. Ketika masyarakat memahami hal ini, maka
mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan lebih patuh terhadap
hukum yang mengatur penyebaran informasi digital.

Pada akhirnya, tantangan dalam penyebaran konten viral tidak hanya terletak pada
kecepatan dan luasnya jangkauan informasi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat,
pemerintah, dan pelaku media bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang
tersebar di dunia digital adalah informasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum
yang berlaku.

Integritas Etika Jurnalistik

Integritas etika jurnalistik sangat penting dalam menjaga kredibilitas pers, terutama
dalam era digital di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai platform
online. Dalam konteks penelitian ini integritas jurnalistik memainkan peran kunci dalam
memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, seimbang, dan
tidak bias (Wigunatmo & Najicha, 2023).

Kebebasan pers di Indonesia merupakan hak fundamental yang dijamin oleh undang-
undang, tetapi kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Jurnalis harus
berpegang teguh pada kode etik jurnalistik yang mengharuskan mereka menyajikan informasi
berdasarkan fakta yang valid dan verifikasi yang tepat. Dalam era digital, banyak media
online yang mengedepankan kecepatan publikasi, seringkali mengorbankan akurasi dan
kualitas berita. Hal ini memicu polemik, terutama dalam konteks penyebaran konten viral
yang sering kali berisi informasi tidak benar atau hoaks (Restendy, 2020).

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga integritas etika jurnalistik adalah
penyebaran informasi palsu atau berita yang tendensius, yang dapat merugikan individu atau
kelompok. Fenomena ini tidak jarang disebabkan oleh persaingan ketat di antara media online
yang berlomba-lomba menyajikan berita paling cepat, tanpa mempertimbangkan verifikasi
yang memadai. Dalam hal ini, jurnalis yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi alat
penyebar disinformasi, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap media.
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Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, di mana penelitian ini dilakukan, penyebaran
konten viral sering kali menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Konten viral yang tidak
diverifikasi dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan memicu konflik
berdasarkan isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Oleh
karena itu, integritas jurnalis dalam mematuhi prinsip-prinsip etika sangat penting untuk
menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk
tujuan-tujuan yang merusak.

Dewan Pers memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
di Indonesia. Mereka berfungsi sebagai penjaga standar moral dan etika, serta berwenang
dalam menilai pelanggaran yang terjadi. Melalui mekanisme ini, diharapkan media dan
jurnalis dapat lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarluaskan berita.

Dalam konteks digital, tantangan bagi jurnalis semakin kompleks. Platform media sosial
sering kali menjadi sumber berita bagi banyak orang, namun tanpa pengawasan yang ketat.
Jurnalis yang bertanggung jawab harus mampu membedakan antara berita yang layak dan
yang hanya merupakan sensasi. Mereka juga harus memprioritaskan integritas dengan tidak
hanya mengikuti arus kecepatan, tetapi juga mempertimbangkan akurasi dan dampak sosial
dari setiap informasi yang disebarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan yang dihadapi oleh jurnalis
dalam menjaga integritas etika jurnalistik di tengah arus cepat penyebaran informasi digital.
Era digital telah membawa transformasi besar dalam dunia jurnalisme, dengan kecepatan dan
kemudahan akses informasi menjadi aspek yang mendominasi. Namun, dalam situasi ini,
tantangan-tantangan etika dan hukum sering kali muncul, khususnya terkait dengan
penyebaran konten viral yang cepat melalui platform media sosial.

Perkembangan jurnalisme di Kabupaten Toboali mencerminkan perubahan mendasar
dalam praktik media yang kini tidak hanya mengandalkan situs berita resmi, tetapi juga
melibatkan berbagai platform baru seperti media sosial, situs opini, situs agregator, dan
televisi streaming. Media sosial, yang awalnya hanya berfungsi sebagai sarana promosi
berita, kini menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini
memberikan peluang bagi organisasi media massa untuk menarik lebih banyak pembaca,
tetapi juga membawa tantangan dalam menjaga keterikatan (engagement) dengan pembaca
tanpa melanggar prinsip-prinsip jurnalistik.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, termasuk di
Kabupaten Toboali, muncul tantangan besar bagi jurnalis dalam menghadapi konten viral
yang sering kali tidak terverifikasi atau bahkan bersifat hoaks. Kecepatan penyebaran
informasi di media sosial membuat jurnalis dihadapkan pada tekanan untuk memberikan
berita secepat mungkin, yang bisa berujung pada publikasi informasi yang kurang akurat. Hal
ini, dalam jangka panjang, dapat merugikan kredibilitas media massa serta menurunkan
kepercayaan publik terhadap media berita resmi.

Salah satu contoh yang relevan adalah fenomena di mana selebriti dan tokoh
masyarakat lebih memilih menggunakan kanal media sosial pribadi, seperti YouTube atau
Instagram, untuk menyampaikan informasi atau klarifikasi terkait isu-isu pribadi. Situasi ini
menantang peran media massa, karena informasi dari selebriti tersebut sering kali lebih cepat
menyebar melalui media sosial daripada dikonfirmasi oleh jurnalis profesional. Jurnalis di
Kabupaten Toboali, seperti yang terjadi di banyak daerah lain, harus bersaing dengan konten-
konten viral di media sosial untuk tetap relevan bagi audiens.

Integritas etika jurnalistik menuntut agar jurnalis mematuhi kode etik yang berlaku,
termasuk prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Di era digital
ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh jurnalis adalah memastikan bahwa informasi yang
disajikan telah diverifikasi kebenarannya sebelum dipublikasikan. Hal ini menjadi lebih sulit
ketika kecepatan menjadi prioritas utama dalam menyampaikan berita.
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Di Kabupaten Toboali, seperti di wilayah lain, media konvensional yang telah beralih
ke platform online atau memiliki kanal digital juga dihadapkan pada tekanan untuk tetap
relevan. Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers masih menjadi acuan utama
bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menekankan pentingnya verifikasi
sumber berita, penyajian informasi yang berimbang, dan pembedaan yang jelas antara fakta
dan opini.

Selain itu, jurnalis juga dihadapkan pada tekanan model bisnis media online yang
sangat bergantung pada klik dan jumlah pembaca. Hal ini sering kali menyebabkan media
memproduksi konten yang sensasional atau kontroversial, yang dapat menarik perhatian
tetapi berisiko merusak integritas jurnalistik. Di Kabupaten Toboali, tantangan ini sangat
dirasakan oleh media lokal yang harus bersaing dengan konten viral yang lebih menarik bagi
audiens namun tidak selalu didasarkan pada fakta.

Salah satu prinsip dasar jurnalisme adalah verifikasi dan akurasi informasi. Di era
digital, verifikasi informasi menjadi semakin sulit, terutama ketika sumber berita berasal dari
media sosial yang memungkinkan anonimitas atau penyebaran informasi palsu dengan cepat.
Jurnalis di Kabupaten Toboali harus mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa
setiap informasi yang mereka sajikan telah diverifikasi dengan cermat.

Kesulitan dalam verifikasi ini dapat berdampak pada penyebaran hoaks, yang tidak
hanya merusak reputasi media tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial di
masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis di era digital, termasuk di Toboali, untuk
terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan investigasi jurnalistik yang
mendalam, memeriksa fakta dengan teliti, dan menyajikan berita secara seimbang.

Kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun kebebasan ini harus
diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk
menyajikan berita yang akurat dan tidak menyesatkan, serta menjaga netralitas dalam setiap
pelaporan. Di Kabupaten Toboali, tantangan bagi jurnalis adalah bagaimana mereka bisa
tetap bebas dalam melaporkan berita, tetapi pada saat yang sama mempertahankan tanggung
jawab sosial mereka.

Tanggung jawab ini meliputi melindungi privasi individu, menghindari pelanggaran hak
asasi manusia dalam pemberitaan, serta tidak merugikan kelompok tertentu dengan
menyajikan berita yang adil dan berimbang. Misalnya, dalam kasus-kasus perceraian,
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau isu-isu sosial lainnya, jurnalis di Kabupaten
Toboali harus berhati-hati untuk tidak memicu stigma atau memperburuk situasi korban
melalui cara pemberitaan yang tidak etis.

Di Indonesia, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran
penting dalam mengawasi dan menegakkan kode etik jurnalistik. Untuk media online,
Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers menjadi acuan utama
bagi jurnalis. Di Kabupaten Toboali, jurnalis yang bekerja di media online harus memahami
pedoman ini dengan baik untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip
dasar jurnalisme, termasuk dalam hal verifikasi sumber dan akurasi pemberitaan.

Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup seluruh dinamika di era digital.
KPI, misalnya, belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur penyiaran over-the-
top (OTT) yang kini semakin populer, seperti siaran langsung di platform media sosial. Hal
ini menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis dan media yang beroperasi di Kabupaten
Toboali, terutama ketika mereka harus bersaing dengan konten viral yang disebarkan melalui
platform digital tanpa regulasi yang jelas.

Dengan munculnya teknologi seperti deepfakes dan manipulasi media, tantangan bagi
jurnalis di era digital semakin kompleks. Di Kabupaten Toboali, keberlanjutan etika
jurnalisme tergantung pada kemampuan jurnalis untuk terus beradaptasi dengan teknologi
baru tanpa mengorbankan integritas etika mereka. Jurnalis harus selalu waspada terhadap
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potensi penyalahgunaan teknologi ini untuk menyebarkan informasi palsu dan harus berupaya
keras untuk melindungi kebenaran dan kepercayaan masyarakat terhadap media

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran
informasi digital di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, khususnya terkait tantangan etika
jurnalistik dalam menghadapi konten viral. Di era digital, masyarakat memiliki akses luas
untuk menyebarkan informasi dengan cepat melalui media sosial, namun kebebasan ini harus
diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnalis di Kabupaten Toboali
berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disebarkan telah diverifikasi dan
tidak menyesatkan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti SARA.
Tantangan besar yang dihadapi adalah kecepatan penyebaran konten viral yang sering kali
belum melalui proses verifikasi, sehingga berpotensi melanggar hukum dan merugikan pihak
lain. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan etika, baik di kalangan
masyarakat umum maupun jurnalis, untuk menjaga integritas informasi di era digital.
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